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EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
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Rofi Nopita
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ABSTRAK

Kata Kunel . Evaluasi, Pelaksanaan, Kebijakan

Penelitian'int bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi tingkat ketercapaian
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan mengetahui faktor
penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Variabel
penelitian adalah evaluasi pelaksanaan, yaitu kegiatan yang menyangkut estimasi
atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak
pelaksanaan kebijakan tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan
kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini-adalah di Dinas
Perhubungan Informasi dan Kemunikasi Kabupaten Kuantan Singingi. Informan
dalam penelitian ini adalah satu orang Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan
Komunikasi, satu orang Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan
Komunikasi, satu orang Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan, satu orang
Seksi Prasarana, satu orang Kepala Seksi Retribusi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi, 6 orang juru parkir dan responden penelitian adalah
50 orang masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Data penelitian ini
bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan
kuesioner, dimanaasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil
penelitian, diketahul” bahwa evaluasi pelaksanaan-peraturan daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 6.tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum dapat diambil kesimpulan bahwa Potensi retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum bila dikaitkan“dengan realisasi kontribusinya terhadap PAD
Kabupaten Kuantan Singingi belum tergali secara maksimal dan terukur, sehingga
penerimaan daerah dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum tidak optimal. Hal ini disebabkan karena Penetapan sistem pemungutan
yang belum tepat dan baik, yang menyebabkan adanya kebocoran-kebocoran
penerimaan retribusi parkir baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja,
baik dari oknum aparat/petugas pengelola parkir, juru parkir/koordinator parkir.
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EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION
OF KUANTAN SINGINGI REGENCY NUMBER 6 YEAR 2012
CONCERNING PARKING SERVICES ON
THE EDGE PUBLIC ROAD
(Study at the Department of Transportation, Information and
Communication)

Rofi Nopita
NPM. 167110464

ABSTRACT
Keywords: Evaluation,.Implementation, Policy

This study aims to determine and analyze the.level of achievement of the
implementation of the Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency Number
6 of 2012 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads and to
find out the Inhibiting factors for the implementation of the Regional Regulation
of Kuantan Singingi Regency Number 6 of 2012 concerning Parking Service Fees
on the Edge of Public Roads. The research variable is the implementation
evaluation, namely activities involving the estimation or assessment of the policy
which includes the substance, implementation and impact of the implementation
of the policy. This type of research is qualitative and quantitative research with
descriptive methods.. The location of this research is the Department of
Transportation, Information and Communication, Kuantan Singingi Regency. The
informants in this study were ‘one-Head of thealnformation and Communications
Transportation Service, one Secretary" of ‘the Information and Communication
Transportation Service, one Head of Infrastructure and Safety, one Infrastructure
Section, one Head of Retribution Section of the Kuantan Singingi Regency
Regional Revenue Agency, 6 people parking attendants and research respondents
are 50 people who use parking services. The data of this study were sourced from
primary data obtained through interviews and questionnaires, where the results of
this study were analyzed descriptively. Based.on the results of the study, it is
known that the evaluation of the implementation of the Kuantan Singingi Regency
regional regulation No. 6 of 2012 coneerning parking service fees on the edge of
public roads can be concluded that the potential for parking service fees on the
edge of public roads when associated with the realization of its contribution to the
PAD of Kuantan Singingi Regency has not been fully explored. maximum and
measurable, so that regional revenues from the collection of parking service fees
on the edge of public roads are not optimal. This is due to the determination of the
collection system that is not appropriate and good, which causes leaks of parking
retribution receipts, both intentional and unintentional, from unscrupulous
officers/parking management officers, parking attendants/parking coordinators.

Xi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

s, dimana
diperlukan

berdasarkan

sud terdapat dalam

Pasal 18 Aya o oI erah kabupaten, dan

erah  di  Indonesia, maka

ditetapkanlah Undang-undang n 2004 tentang Pemerintah Daerah
pada Tanggal 15 Oktober 2004. Kemudian pada Tanggal 2 Oktober 2014,
undang-undang tersebut mengalami revisi dan berubah menjadi Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana istilah otonomi

daerah dalam Pasal 1 Ayat 5 undang-undang tersebut ialah “Hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri Urusan



Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Keasatuan Republik Indonesia.”

Urusan Pemerintah yang dimaksud dalam perundangan tersebut terdapat

dalam Pasal 9, yaitu:

1)
(2)

©)

(4)
(5)

“Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum
urusan pemerintahan: absolut ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah urusan.pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat

urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi
dasar pelaksanaan otonomi daerah

urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.”

Berdasarkan perundangan tersebut, bahwa urusan pemerintah terbagi

menjadi tiga urusan, yaitu: (1) urusan pemerintahyabsolut; (2) urusan pemerintah

konkuren; dan (3) urusan pemerintah umum. Dari ketiga urusan tersebut, hanya

urusan pemerintah konkuren yang dibagi kepada pemerintah daerah. Dimana

urusan pemrintah konkuren dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 disebutkan bahwa:

1)

)

©)

“Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal
9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan
Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.”
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Urusan pemerintah mengenai retribusi parkir termasuk ke dalam Urusan
Pemerintah Pilihan. Karena tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang

ditetapkan Pemerintah Pusat. Retribusi parkir sebagai salah satu upaya untuk

berjalan a Kesatuan
Republik Indon a dib dang tentang ret busi parkir di
Kabupaten Kua " - a anaan Pemerintah
Daerah sebagain e alam - omor 23 Tahun
2014 tenta bkan Kebijakan
Daerah unt adi kewenangan

Daerah.”

asli daerah. Berikut keadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari

retribusi parkir tepi jalan.
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2017 — 2019

No. | Tahun Target PAD Realisasi Persentase
1 2017 50.000.000,00 68,60%
2 18,03%
3 34,13%

40,26%
jingi Tahun 2020

sesuai targe ang te an. Re > endah terjadi pada

tahun 2018, ya



Tabel 1.2 Lokasi/Wilayah Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di

Kabupaten Kuantan Singingi Hingga Tahun 2020

No.

Lokasi Retribusi

Wilayah Administrasi

Jalan Tuanku Tambusai depan Bank
Negara Indonesia

Kecamatan Kuantan Tengah

Bank Mandiri)

2 |Jalan Linggar Jati (depan pagar kantor | Kecamatan Kuanian Tengah
Kapolsek dari gapura hingga bagian Kiri
dan kanan Jalan Kesehatan)

3 |Jalan"Linggar Jati:\(depan taman dari’|Kecamatan Kuantan Tengah
gapura hingga simpang Jalan Kuantan)

4 | Jalam -Umum dari Indomater hingga | Kecamatan Kuantan Tengah
simpang tiga Jalan Tuanku Tambusali

5 | Jalan Kesehatan depa UGD Rumah Sakit | Kecamatan Kuantan Tengah
Umum Teluk Kuantan

6 |Jalan Jenderal Sudirman (Zona Cafe | Kecamatan Kuantan Tengah
sampai dengan Toko Restu)

7 | Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Raya | Kecamatan Kuantan Tengah
lama sampai dengan kedai kopi Harum
Baru)

8 |Jalan Jenderal Sudirman (Simpang tiga | Kecamatan Kuantan Tengah
kedai kopi Harum Baru sampai dengan
toko Mas Diamond)

9 | Jalan Jenderal Sudirman: (Gang.toko/Mas "' Kecamatan Kuantan Tengah
Diamond sampai dengan kedai kopi
Mandiri)

10 | Jalan Imam Bonjol (Dialer Honda Acun | Kecamatan Kuantan Tengah
sampai dengan Toko Mekarsari)

11 | Jalan Kuantan (Simpang Linggar Jati | Kecamatan Kuantan Tengah
sampai dengan Jalan Imam Bonjol)

12 | Jalan Petapahan Kecamatan Kuantan Tengah

13 | Jalan Gunung Kesiangan Kecamatan Kuantan Tengah

14 | Jalan Imam Bonjol (Simpang empat | Kecamatan Kuantan Tengah
Ahun sampai dengan Simpang Jalan
Kuantan)

15 | Jalan Jenderal Sudirman (Simpang empat | Kecamatan Kuantan Tengah
Ahun sampai dengan simpang empat
Sawah)

16 | Jalan Merdeka Kecamatan Kuantan Tengah

17 | Jalan Kartini Kecamatan Kuantan Tengah

18 | Jalan Imam Munandar (BAF sampai | Kecamatan Kuantan Tengah
dengan jembatan atau Bakery Safary)

19 | Jalan Imam Munandar (khusus depan | Kecamatan Kuantan Tengah




No. Lokasi Retribusi Wilayah Administrasi

20 | Pasar Cerenti Kecamatan Cerenti

21 | Pasar Inuman Kecamatan Inuman

22 | Pasar Baserah Kecamatan Kuantan Hilir

23 | Pasar Baru Pangean Keeamatan Pangean

24 | Pasar Logas-Tanah Darat Kecamatan Logas Tanah
Darat

25 | Pasar Benai Kecamatan Benai

26 | Pasar Muara Lembu Kecamatan Singingi

27 | Pasar Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir

28 | Pasar Gunung Toar Kecamatan Gunung Toar

29 | Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik

30 | Pasar Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan

Sumber : Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2020

Instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola
atau mengimplementasikan peraturan tersebut adalah Dinas Perhubungan
Informasi dan Komunikasi. Sebagaimana. disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 13
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di- Tepi jJalanUmum, bahwa. “Instansi Pelaksana
adalah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan
Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan parkir distept jalan umum di Kabupaten
Kuantan Singingi.” Dalam hal ini"peneliti hanya membatasi pelayanan parkir di

tepi jalan umum berikut:



Tabel 1.3 Pembatasan Lokasi/Wilayah Penelitian tentang Retribusi Pelayanan
Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Hingga Tahun
2020

No. Lokasi Retribusi Wilayah Administrasi Jumlah
Juru Parkir

1 |Jalan Jenderal  Sudirman | Kecamatan Kuantan Tengah | 2 Orang
(Simpang Raya lama sampai
dengan kedai kopi Harum
Baru)

2 | Jalan. Jenderal Sudirman-|-Kecamatan Kuantan Tengah | 2 Orang
(Simpang tiga“kedai kopi
Harum Baru sampai dengan
toko Mas Diamond)

3 | Jalan Jenderal Sudirman | Kecamatan Kuantan Tengah | 2 Orang
(Gang toko Mas Diamond
sampai dengan kedai kopi
Mandiri)

Jumlah 6 Orang

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Penelitian Ini dibatasi pada tiga tepi jalan umum tersebut sebagaiimana
Tabel 1.3 tersebut di atas;»yaitu berada di-wilayah administrasi Kecamatan
Kuantan Tengah. Dimana di setiap lokasi parkir tersebut, terdapat dua orang juru
parkir. Sehingga jumlah juru parkir di lokasi yang diteliti adalah enam orang juru
parkir. Namun, semua pelayanan parkir di tepi jalan‘'umum di Kabupaten Kuantan
Singingi, dikelolah oleh Pemerintah \Daerah, yaitu oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa
“Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintah yang

menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan.” Kemudian dalam Pasal 3
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Ayat (1) dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Susunan organisasi Dinas

Perhubungan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;me

tugas Bidang

Prasarana amatan, yaitu tugas Seksi- agaimana Pasal 19

poin (g) dal n 2016, bahwa

“Menyelengg angunan fasiitas

parkir.” Na " uantan Singingi
o

berikut:

1. Terindikasi masih adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir

kepada masyarakat, tetapi tetap melakukan pemungutan jasa parkir
sebagaimana mestinya;

2. Terindikasi juru pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah

yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana karena

telah mengabaikan karcis parkir dalam pemungutan jasa parkir, sementara
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uang pungutan jasa parkir yang dihitung pemerintah adalah berdasarkan
karcis parkir yang sudah terpakai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian

C. Tujuan dan Kegunaan Pe

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui dan menganalisi tingkat ketercapaian pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
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2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

arpikir, serta

ari solusinya

ilmu terkait

Universitas Islam Riau khususnya tentang retribusi pelayanan parkir
agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustaka

Neaihis \ )

PO M 'o%
”

mencapai tujuan akhir yang tele an (Fathoni, 2006: 17).

Dalam arti sempit administrasi adalah tata usaha. Sedangkan pada
pengertian luas administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada
keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya itu pada
umumnya dilakukan dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya (Syafiie, 2014: 65).

11
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Definisi yang sederhana dari administrasi adalah suatu proses kegiatan

penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan

diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai

« I
(2006: 15)
<« s

memberika ertian 3 asi @ : ai kegiatan dari

sekelomp gada : S8 enyelesaikan tujuan

bersama.

pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang
terjadi dalam organisasi. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan
kegiatan kerja sama dan upaya (organisasi dan manjemen) yang bersifat
sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk

mencapai tujuan bersama (Rachmat, 2010: 77).
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Sementara itu, menurut The liang gie (dalam Syafiie, 2010: 14)
Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan
pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai
tujuan tertentu. Kebijakan-negara tersebut dibuat oleh lambaga legislatif,
sehingga administrasi negara sering kali disebut pelaksanaan hukum yang
dibuat oleh lembaga lehislatif.’ Dalam kaitan itu pula, secara silih berganti
administrasi negara diberi predikat sebagai:

a. Penyelenggaraan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan-

badan perwakilan politik (Pffifner dalam Nawawi, 2013: 84)

b. Terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan

dan melaksanakan kebijakan negara (White dalam Nawawi, 2013: 84)

Dalam hal ini hubungan ini maka yang termasuk ke dalam lingkup
administrasi- negara bukan saja mengenai-masalah pelaksanaan kebijakan
tetapi juga masalah perumusan dan penentuan kebijakan (White dalam
Nawawi, 2013: 84).

Hal ini yang dapat di cermati dari sejumlah defenisi tersebut adalah
bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi
yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas
penunjang maupun dalam “upaya pencapai tujuan organisasi Secara
keseluruhan.

Menurut Pasolong (2017: 3) terdapat beberapa dimensi karakteristik
administrasi yang terdiri atas:

a. Efisien berarti bahwa tujuan (motive) dari pada administrasi adalah
untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien.

b. Efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam
istilah ini sebagai sehubungan sebab akibat.
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c. Rasional berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk
maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar
atau sengaja.

Pasolong (2017: 3) menambahkan bahwa terdapat beberapa dimensi
unsur-unsur administrasi yaitu.

a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan
suatu pekerjaan

b. Adanya kerja sama-baik sekelompok.orang atau lembaga pemerintah
maupun lembaga swasta

c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam
melaksanakan tujuan yang hendak dicapai
Selanjutnya menurut Admosudirjo mengemukakan administrasi

merupakan suatu seni (art) yang memeriukan bakat, ilmu, pengetahuan dan
pengalaman (dalam Zulkifli dan Moris 2014:13)

Selanjutnya menurut Leonard D. White mendefenisikan administrasi
merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok mansuai
melalui berbagai Lembaga untuk, macam-macam kepentingan sesuai yang
dikehendakinya (dalam Zulkifli dan Moris 2014:11).

Dari pengertian di atas diatas bahwasannya administrasi itu ilmu yang
sangat luas untuk mengatur hubungan setiap- manusia, terutama pada saat
manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya
suatu tujuan dari apa yang diinginkan maka baiknya memakai sebuah konsep
administrasi. Dari pengertian diatas jelas bahwa asministrasi sebagai proses

kerjasama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan

dengan adanya peradaban manusia.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

15

2. Konsep Administrasi Publik
Menurut Pasolong (2011:10), bahwa “Istilah administrasi secara

etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu

Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak
pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga
jumlahnya menjadi kecil;

d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan
pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujua,

proses, langganan, tempat.”
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Administrasi publik menurut pendapat Chandler dan Plano dalam

Keban (2008:4), adalah “Proses dimana sumberdaya dan personel publik

diorganisir dan  dikoordinasikan  untuk  memformulasikan, meng-

sebaga

menga

untuk

untuk mencapai tujuan yang apai tersebut perlu adanya tempat
(wadah) yang dinamakan organisasi. Organisasi sebagai wadah sekumpulan
manusia yang bekerjasama secara rasional dalam menjalankan kegiatan
administrasi dan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara
bersama-sama. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan organisasi

sebagai rangkaian interaksi manusia bersifat dinamis yaitu terus bergerak dan

berkembang mengarah ke arah yang lebih baik.
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Secara sederhana, organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk
melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan

bersama. Dari definisi sederhana itu, maka sebuah organisasi minimal

yaitu s

untuk

terdiri dari aneka raga, eemen dan subsistem, dinantara ,ama dan dimana
terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang saling
bersangkutan (dalam Thoha 2012:112).

Menurut Robbins (2003: 4), organisasi sebagai a consciously

coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary that function
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or relatively continous basis to achieve a common goal or set of goal (sebagai
entitas sosial sadar dikoordinasikan, dengan batas yang relatif dapat
diidentifikasi berfungsi atau dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai
tujuan bersamaatau serangkaian tujuan).

Menurut Manullang dalam Hasibuan (2006: 119) menyatakan bahwa
organisasi adalah

Suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan,
pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan
penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi,
sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama
seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi
adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas.

Menurut Dale dalam Subkhi dan Jauhar (2013: 3) organisasi adalah
suatu proses perencanaan-yang meliputi-penyusunan, pengembangan, dan
pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam
suatu kerja kelompok. Sedangkanmenurut-Soffer dalam-Subkhi dan Jauhar
(2013: 3) organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing
diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja. dan pembagian di mana
pekerjaan itu diperinci-emnjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung
lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Siagian (dalam Zulkifli, 2009: 71) mendefinisikan organisasi sebagai
setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama
dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah
ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut

atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan menurut Allen tentang organisasi adalah sebagai berikut :
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“Organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan dan
pengelompokan kerja, mendefenisikan dan mendelegasikan wewenang
maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan
maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam
menuju tujuan yang telah ditetapkan (dalam Hamim, 2005: 2).

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif
sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja
dengan perincian tugas itertentu,” pendelegasian ,wewenang, pengawasan dan
diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli, 2009: 71).

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan
terkoordinast dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan

tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Sedangkan
organisasi menurut Pradjudi Atmosudiro dalam Hasibuan, (2006: 120) adalah
struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara
sekelompok orang pemegang, posisi yang pekerja sama secara tertentu untuk
bersama-sama mencapai Suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek penting dari
definisi-definisi di atas, adalah:

Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai

Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang
Adanya pembagian kerja dan-hubungan kerja antara sesama karyawan
Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati

Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas

Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi
Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi

S@ o o0 o

Menurut Hasibuan (2006: 122) yang termasuk kedalam unsur-unsur
organisasi adalah:
a. Manusia (human factor) artinya organisasi baru ada jika ada unsur

manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin
(bawahan)
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b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat
kedudukannya

c. Tujuan artinya organisasi itu baru ada, jika ada tujuan yang ingin
dicapai

d. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang
akan dikerjakan serta adanya

e. Struktur, artinya organisasi itu baru-ada, jika ada hubungan dan kerja
sama antara manusia yang satu dnegan yang lainnya

f. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis

Lingkungan (environment external social system) artinya organisasi itu

baru ada jika ada lingkungan yang:saling mempengaruhi misalnya ada

sistem kerja sama sosial.

Menurut Subkhi dan Jauhar (2013: 123) organisasi yang baik, efektif,
efisien serta sesuai dengan kebutuhan harus didasarkan pada asas. Beberapa
asas dalam organisasi adalah sebagai berikut:

a. Asas tujuan organisasi (principle of organizational objevtives).

Tujuan organisasi-harus. jelas dan rasional, apakah bertujuan untuk

mendapatkan laba ataukah memberikan pelayanan. Hal ini merupakan

bagian penting dalam menentukan struktur organisasi.
b. Asas kesatuan tujuan (principle of unity of objevtive)

Suatu organisasi harus ada kesatuan yang. ingin dicapai. Organisasi

secara keseluruhan dan tiap-tiap. bagiannya harus berusaha untuk

mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau bila tidak memiliki
kesatuan tujuan.

c. Asas kesatuan perintah (principle of unity of command)
Setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggung

jawaban hanya kepada satu orang atasan, namun seorang atasan dapat

memerintah beberapa orang bawahan.
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d. Asas rentang kendali (principle of the span of management)
Seorang manajer hanya dapat secara efektif memimpin sejumlah

bawahan tertentu, misalnya 3 sampai 9 orang. Jumlah bawahan ini

ewenang yang
| harus sama

a tidak meminta

g.

dengan garis wewenang (line authority) dan pelimpahan wewenang.
Dengan kata lain, seseorang hanya akan bertanggung jawab kepada
orang yang melimpahkan wewenang tersebut.

h. Asas pembagian kerja (principle of departmentation)
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Pengelompokkan tugas-tugas, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang

sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya

hubungan pekerjaan tersebut.

in the right
. Efektivitas

aryawan yang

NaL

an berpedoman

arus merupakan

oS\ LN

tus-putus serta

optimal dengan pengorbanan yang minimal
I.  Asas kesinambungan (principle of continuity)
Organisasi  harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin

kelangsungan hidupnya
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m. Asas koordinasi (principle of coodination)
Ini merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi

dimaksudkan untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan segala

ntuk-bentuk

ARN

=

N -AE-A wae

c. Organisasi fungsional
Organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan.
Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya

dapat dibedakan dengan jelas.
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d. Organisasi panitia

Organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja, di mana

setelah tugas selesai, maka selesainya organisasi tersebut.

dalam koridor suatu organisasi.

c. Adanya sekelompok orang
Dua orang manusia atau lebih yang memiliki tujuan yang sama
berkumpul untuk bekerja sama, menggalang kekuatan agar tujuan
mereka dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin. Iltulah

organisasi. Indivisu-individu tersebut memilih bergabung dengan



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

25

individu yang lain karena mereka menyadari bahwa diri mereka
memiliki sejumlah keterbatasan dan dengan bekerja sama itu maka

masing-masing individu akan mmeiliki kekuatan. Dengan kekuatan

ereka dapat tercapai secara

St 'o,.
s
o

dijadikan pec - ingga a jadi t an berkembang.

Menurut Siswe B) i /ang dimaksud adalah

organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan.
Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala
melalui sarana organisasi

b. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian

maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual.
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Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain.

Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban

yang juga bersifat pribadi.

dalam bagian

efisiensi dalam

nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi, yang
menjadikannya ciri khas sebagai sebuag organisasi. McShane dan Von Glinow
dalam Priansa dan Agus (2015: 77) menyatakan bahwa budaya organisasi
merupakan pola dasar dari nilai dan asumsi organisasi yang mengarahkan

pegawai dalam organisasi untuk berpikir dan ebrtindak terhadap masalah dan

kesempatan.
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Jadi dapat diartikan organisasi merupakan persekutuan 2 orang atau

lebih yang terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama menjalankan

serangkaian aktivitas dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat

pemerintah.” Sedangkan Subarsono (2005:3) mengatakan “Kebijakan publik
dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah
Provinsi, Peraturan Pemerintah  Kota/Kabupaten, dan Keputusan
Walikota/Bupati.”

Terdapat alasan pentingnya mempelajari kebijakan publik menurut

Anderson dan Dye dalam Suharno (2010:16-19), yaitu:
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1) “Alasan limiah
Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh

pengetahuan yang luas tentang  asal-muasalnya,  proses
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pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai

tujuan yang tepat pula.”

5. Konsep Evaluasi
Vendrug dalam Wirawan (2011:16) mengatakan “Istilah evaluasi
merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan hasil-

hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa yang akan
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datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien
mungkin.” Kemudian Ndraha (2003:201) mengatakan evaluasi adalah suatu

proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada

Intuk melihat
etahui  apakah
menghasilkan

1:7) “Evaluasi

Untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan evaluasi program, kita
harus  memperhatikan  unsur-unsur ~ dalam  kegiatan  atau
penggarapannya. Ada tiga unsur penting di dalam kegiatan atau
penggarapan suatu kegiatan, yaitu:

a) What =apa yang dikerjakan

b) Who = siapayang mengerjakannya, dan
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c) How = bagaimana cara mengerjakannya

2) Analisis terhadap masalah

Merupakan kemampuan untuk mengenal elemen elemen situasi dalam

Berkaitan dengan jumlah perubahan dan persentase peningkatan
perubahan dari dilaksanakannya

6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.”
Merupakan dapat dilihat dari meningkatkan program, baiknya sikap

masyarakat dan juga sikap pelaksana.
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B. Kerangka Pikir
Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari administrasi dan diakhiri dengan

kesimpulan, dan disesuaikan dengan varibel penelitian, yaitu evaluasi. Lebih

jelasnya mengenai kerang ikir_penelitian.i pa ihat pada gambar 11.1

Gambar

\iq’

+ NN

Q

1)
2)
3)
4)
5) h erupakan akibat dari kegiatan
tersebut atau karena penyebab -
6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak
(Suchman dalam Nugroho, 2003:199)
v
Kesimpulan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020
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D. Konsep Operasional
Konsep yang perlu dioperasionalkan terkait judul penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Evaluasi g d d.dalam peneliti a evaluasi pelaksanaan

2) . 1a : 5 aitu berkaitan

3) is dap masale itu  berkai an masalah, kaitan

4) : egiata U berkaitan dengan sistem kerja

dan acuan kerja Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

5) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; yaitu berkaitan

dengan jumlah perubahan dan persentase peningkatan perubahan dari
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dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

m 3
o

7)

fﬂ
' 4
g ontz tribus ayanan pirdalan Umum agar
/

E. Operasiong

variabel penelitian adalah evalug an. Sehingga diperoleh operasional

varibel seperti tabel berikut.
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Tabel Il.1 Operasional Variabel Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada
Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi)

Skala
5
Terlaksana
Cukup
Terlaksana
Kurang
Terlaksana
penilaian
kebijakan
mencakup
substansi,
Terlaksana
Cukup
kebijakan i di | Terlaksana
tersebut Kurang
(Anderson Terlaksana
dalam Wina
2007:166
sesuai
untuk
mengatasi
masalah
yang ada
3) Deskripsi 1) Sistemati | Terlaksana
dan ka kerja | Cukup
standarisasi Perda Terlaksana
kegiatan; 2) Acuan Kurang
kerja Terlaksana
Perda
4) Pengukuran | 1) Jumlah Terlaksana
terhadap perubaha | Cukup
tingakatan n yang Terlaksana
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Konsep Variabel

Variabel

Indikator

ltem
Penilaian

Skala

1

3

4

5

4
“‘

IS0

_‘\\\

perubahan
yang terjadi;

2003:199)

terjadi
2) Persen

aiki, dan
membong
kar
bangunan
2) Sikap
masyarak
at
3) Selalu
dilakukan
revisi

Kurang
Terlaksana

Terlaksana
Cukup
Terlaksana
Kurang
Terlaksana

Terlaksana
Cukup
Terlaksana
Kurang
Terlaksana

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020
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F. Teknik Pengukuran
Adapun untuk melihat upaya yang dilakukan dengan melihat Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012

dengan

Kurang Baik
terhadap seluruh indika : enilaian sebagai berikut: Evaluasi
r 6 Tahun 2012

di pada Dinas

Informasi  dan
Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada
kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana  : Apabila  Evaluasi Pelaksanaan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan
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Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada
kategori 34%-66% dan hasil jawaban resonden

Kurang Terlaksana : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

1. Mengide

Terlaksana : Apa i ‘_ I . an program yang

Cukup Terlaksana  : Apabila indikator mengidentifikasi tujuan program yang
akan dievaluasi pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun
2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan

Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan
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Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada
kategori 34%-66% dan hasil jawaban resonden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator mengidentifikasi tujuan program yang

e

““
-~

2. Analisis
Terlaksana pada Evaluasi

Kuantan

QAN RRERRRNEE

-t
b
o
N—r
<
I
S
(=]
(o
S,
2.
o
[
5

Cukup Terlaksana  : Apabila indikator analisis terhadap masalah pada Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas

Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan
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dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil
jawaban resonden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator analisis terhadap masalah pada Evaluasi

Kuantan

< Retribusi
>

-~ pada Dinas

" g dinilai dan

hasil jawaban

3. Deskrips

Terlaksana

QNN RN

wn
—
c
=
R
)
o
®
Y
5
7]

Cukup Terlaksana  : Apabila indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan pada
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas

Perhubungan Informasi dan Komunikasi) yang dinilai dan
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dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil
jawaban resonden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator deskripsi dan standarisasi kegiatan pada

0‘4

““
-~

4. Penguku
Terlaksana ap tingkatan

Pelaksanaan

AN RRERRNNEE

W
D
-
=]
Z.
Y
—
D
=3

Cukup Terlaksana  : Apabila indikator pengukuran terhadap tingkatan
perubahan yang terjadi pada Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6
Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi

Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi
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dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada
kategori 34%-66% dan hasil jawaban resonden

Kurang Terlaksana : Apabila indikator pengukuran terhadap tingkatan

Pelaksanaan

gi Nomor 6

5. Menentukan apakah pe 1 yang dian akan akibat dari kegiatan
tersebut ata

Terlaksana : a erubahan yang

dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada
kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana  : Apabila indikator menentukan apakah perubahan yang
diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau
karena penyebab yang lain pada Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6
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Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi
Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi

dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada

6. Beberapa

Terlaksana ika - untuk menentukan

Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi
dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada
kategori >66% dan hasil jawaban responden.

Cukup Terlaksana  : Apabila indikator beberapa indikator untuk menentukan

keberadaan suatu dampak pada Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6
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Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi

Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Informasi

dan Komunikasi) yang dinilai dan dianalisis berada pada

gan Informasi

alisis berada pada
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

mengenal secaré Inia keh : 0¢ an mengikuti alur
kehidupan ' 3 . adanya.” Mei giyono (2015:4),
deskriptif adalz - ‘ n “ mbarkan atau
menganalisi asil' Benelitian fetpimis inakan. untuk membuat

kesimpulan

bertanggung jawab dalam pela eraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Raya lama sampai dengan kedai kopi Harum
Baru), Jalan Jenderal Sudirman (Simpang tiga kedai kopi Harum Baru sampai

dengan toko Mas Diamond), dan Jalan Jenderal Sudirman (Gang toko Mas

Diamond sampai dengan kedai kopi Mandiri).

44
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C. Populasi dan Sampel
Populasi menurut pendapat Sugiyono (2015:90) adalah “Wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik ter 0 ajari dan kemudian
ditarik i 5 pel adalah
“Sebagi arakteristik yang i tersebut.”
W 2
Melalui rs\?o rﬁf) n ini adalah
sebagai be
Tabel 111.1 n
No. bj - & opul Persentase
() = HNEGE: (5)
1 | Kep erhubungan o 100%
Informasi dan Komunikasi.. i
2 | Sekretaris Dinas Perh ’ 100%
Informasi omun
3 | Kepal as | 100%
Keselal R\)
4 | Seksi - 100%
5 | Kepala i 100%
Pendapat
Kabupaten a -
6 | Juru Parkir di iJa 6 100%

Jenderal Sudirm

Raya lama sampai

kedai kopi Harum Baru),
Jalan Jenderal Sudirman
(Simpang tiga kedai kopi
Harum Baru sampai dengan
toko Mas Diamond), dan
Jalan Jenderal Sudirman
(Gang toko Mas Diamond
sampai dengan kedai kopi
Mandiri)

7 | Masyarakat yang - 50 -
menggunakan jasa parkir

Jumlah 61 100%
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D. Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus

dan teknik accidental sampling. Dimana untuk teknik sensus digunakan untuk: (1)

Jalan Jende

toko Mas

sampai de

digunakan

ini adalah 61 orang.

E. Jenis dan Sumber Data
Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder,

yaitu sebagai berikut:
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1. Data Primer
Data primer atau data utama/pokok penelitian, yaitu berupa data hasil

wawancara tentang evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

penelitian ini

pengamatan dan ingatan. oengumpulan data dengan observasi
digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses
kerja, gejala-gejala alam.” Melalui pendapat tersebut, maka yang diamati
dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan gejala atau fenomena
permasalahan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum.
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2. Wawancara

Terdapat beberapa macam jenis wawancara menurut pendapat Esterberg

dalam Sugiyono (2012:233), yaitu: (1) wawancara terstruktur (peneliti

AN

pengumpulan

i menggunakan

thnaaey

permasalahan dan indikator variabel penelitian.

. Kuesioner

Menurut Riduwan (2012:25), bahwa “Kuesioner (quesitionnaire) adalah
daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan
respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.” Pertanyaan

kuesioner penelitian ini berisikan tentang pelayanan parkir tepi jalan
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umum, dan yang diberikan kuesioner penelitian adalah masyarakat yang

menggunakan jasa parkir tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Kuantan

Singingi.

aik itu berupa

dan fungsinya.

Data didapatkan dari jaws ancara responden mengenai evaluasi
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Data yang diperoleh
berupa hasil wawancara. Setiap hasil wawancara dianalisis dan dibahas secara

deskriptif.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Kuantan Singin, : ri Kabupaten

or 53 Tahun 1999

o

N

upaten Rokan
paten Natuna,
Kabupaten Teluk Kuantan.
Jarak antara : lenc paru, sebage a Provinsi Riau

Pekanbaru adalah as wilaye ' bupaten Kuantan

1) upate ampar dan Pelalawan

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi
Riau.
Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi,

yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten

50
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Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan
dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak
23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa.
Kecamatan terluas di- Kabupaten. Kuantan Singingi adalah-Kecamatan Singingi,
yaitu 1.953,66 km? kemudian diikuti olen Kecamatan Singingi Hilir seluas

1.530,97 km? (Sumber: kuansing:go. id)

B. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

Pembentukan Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 45 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan dan Keputusan-Bupati Kuantan-Singingi Nomor 29 Tahun 2002
tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Perhubungan. Keputusan Mendagri Nomor
130 —67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota.

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan dipertegas lagi
oleh Peraturan Bupati Kuantan' Singingi- Nomor 21 Tahun 2009 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok Dan“Fungsi Dinas Perhubungan Informasi Dan
Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah bahwa Dinas Perhubungan
Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu
lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tetap
memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
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Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah.

1. Tugas
Merencanaka > . ne ; mus kebijakan

jevaluasi utusan

Informasi

dibidang Perhubugan
Informasi Dan Komunikasi

c) Mengkoordinasi  pelaksanaan tugas tugas dibidang Perhubugan
Informasi Dan Komunikasi

d) Pemberian kegiatan teknis perizinan dan/atau rekomendasi

e) Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubugan Informasi

dan Komunikasi
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f) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta
monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

g) Pelaksanaan  tugas-tugas lain  yang  diberikan oleh  Bupati

Kuantan Sin

dari segi erialnya. Da al ini pegawa s g mempunyai

sifat keterbatasa tu, tenag: 3| ari  keterbatasan-

kerja yang baik sehingga menc yang telah direncanakan. Dinas
Perhubungan dan Infokom Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Pegawai dan
Tenaga Honorer sebanyak 93 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 36 orang dan Tenaga Horor 57 orang.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Respon

1. Usia
g usia 35
SITAS ISL4
hingga 4 i erﬁ? i aﬁ/g
Tabel V.1
No entase (%)
il 4
1 [17- = | | &= 14%
=
2 | 26— _;':i' - - ';." 38%
3 |35 ] 42%
4 |>43 6%
d R \50 100%
Sumber: Data itian,
Berdasa e itian ini didominasi oleh
o, L]
rentang usia 35 hin t den dengan persentase
42%. Sementara respond gan kisaran usia > 43 tahun

dengan jumlah sebanyak 3 orang responden dengan persentase 6%.
2. Jenis Kelamin
Jenis kelamin pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki

sebagaimana informasi pada tabel berikut:

54
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Tabel V.2 Jenis Kelamin Responden

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%0)

Laki-laki

umnya responden

paling banyak

B. Evaluasi antan Singingi
Nomor 6 ir Di Tepi Jalan
Umum

Hasil penelitia q Q ‘ f dan data kuantitatif. Data
Ln

kualitatif diperoleh dari hasil v gan 11 orang key informan, yaitu
wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi,
Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Kepala Bidang
Prasarana dan Keselamatan, Seksi Prasarana dan Juru Parkir. Sedangkan data

kuantitatif diperoleh dari jawaban kuesioner 50 orang responden yaitu masyarakat

yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum.
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Masing-masing pertanyaan wawancara dan kuesioner disusun berdasarkan

indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap

masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingakatan

tanggapan be

Tabel V.3
No Jumlah
erlaksana
1 5 6
1 | Dasar
Perda ] 16 50
2 | Alasan pembentukan 11 50
Perda
3 | Tujuan utama
pembentukan Perda 12 24 14 >0
Jumlah 42 67 41 150
Rata-rata 14 22 14 50
Persentase 28% 44% 28% 100%
Kategori Cukup Terlaksana

Sumber: Olahan Data, 2021

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
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(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan
diketahui untuk indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

termasuk pada kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase

ng menjawab
1 sebanyak 21
orang dan
penilaian alasa ~ ang ab terlaksana
sebanyak 17 orang, ya : _ a set 22 orang dan yang

menjawab kurang terla [ an tujuan utama

berikut:

“Untuk dasar pembentukan Perda sudah sangat jelas, baik dari segi tujuan,
program yang akan dilaksanakan, tinggalnya pelaksanaan perda itu
bagaimana agar berhasil itu yang perlu didalami lagi, sehingga dikemudian
hari Perda ini tidak menimbulkan permasalahan baru” (Wawancara dengan
Sekretaris Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Tanggal 13
Agustus 2021).
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Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan Perda

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan

parkir di tepi jalan umum yang menjadi perhatian dinas terkait.

Jumlah

6

50

50

50

150

50

100%

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan
diketahui untuk indikator analisis terhadap masalah termasuk pada kategori cukup
terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban
cukup terlaksana sebanyak 26 orang (52%), kemudian menjawab terlaksana dan

kurang terlaksana masing-masing sebanyak 12 orang (24%).



59

Pada item penilaian masalah yang ditemui di lapangan responden yang
menjawab terlaksana sebanyak 11 orang, yang menjawab cukup terlaksana
sebanyak 23 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 16 orang.
Pada item penilaian Kkaitan masalah dengan-perda responden yang menjawab
terlaksana sebanyak 14 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27
orang dan yang menjawab_ kurang- terlaksana.sebanyak 9 orang. Pada item
penilaian Perda dibuat Sesuai untuk mengatasi masalah yang ada responden yang
menjawab terlaksana sebanyak 11 orang, yang menjawab cukup terlaksana
sebanyak 28 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari
sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan
berikut:

“Perda 'ini dibuat karena terdapat permasalahan ‘dalam tata laksana

retribusi. Khususnya. retriusi pditepitjalan umum,.agar permasalahan

tersebut dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun. Sejauh ini
dalam pelaksanaannya tidak begitu banyak kontroversi, namun ya pastinya
yang namanya masalah tetap ada, namun Kita berusaha meminimalisir
masalah tersebut” (Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan

Informasi dan Kemunikasi Tanggal 13 Agustus 2021).

Berdasarkan kutipan-tersebut diketahui bahwa Perda Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umum dirumuskan untuk menganailisis permasalahan yang ada sehingga dapat

dikurangi atau diminimalisir tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.
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3. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan, Pengukuran terhadap Tingkatan
Perubahan yang Terjadi

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator deskripsi dan

standarisasi kegiata engukuran terhadap ting atan. perubahan yang terjadi

terhadap

Jumlah

6

50

50

100

50

100%

terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di dominasi oleh jawaban
cukup terlaksana sebanyak 25 orang (50%), kemudian menjawab kurang
terlaksana sebanyak 13 orang (26%) dan responden yang menjawab teralksana
sebanyak 12 orang (12%).

Pada item penilaian sistematika kerja Perda responden yang menjawab

terlaksana sebanyak 11 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23
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orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 16 orang. Pada item
penilaian acuan kerja Perda responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14

orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 orang dan yang menjawab

ak pelaksanan
evaluasi sejauh
Kepala Seksi
Singingi Tanggal

perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena
penyebab yang lain diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan

berikut ini.



Tabel V.6 Menentukan Apakah Perubahan yang Diamati
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merupakan

Akibat dari Kegiatan Tersebut Atau Karena Penyebab yang Lain

Tanggapan Responden
No Item Penilaian Cukup Kurang Jumlah
Terlaksana
Terlaksana | Terlaksana
1 yyr = 3 4 i | 5 6
1 | Jumlah _perubahan
yang.terjadi S Y e 50
2 Persen
peningkatannya 12 24 14 50
pasa setiap tahun
Jumlah 25 45 30 100
Rata-rata g 23 Ml 50
Persentase 24% 46% 30% 100%
Kategori Cukup Terlaksana

Sumber: Olahan Data, 2021

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan
diketahui untuk indikator menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan
akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain termasuk pada
kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari persentase responden di
dominasi oleh jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 orang (46%), kemudian
menjawab kurang terlaksana. sebanyak 15 ‘erang (30%) dan responden yang
menjawab teralksana sebanyak 12 orang (12%).

Pada item penilaian jumlah perubahan yang terjadi responden yang
menjawab terlaksana sebanyak 13 orang, yang menjawab cukup terlaksana
sebanyak 21 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 16 orang.
Pada item penilaian persen peningkatannya pada setiap tahun responden yang
menjawab terlaksana sebanyak 12 orang, yang menjawab cukup terlaksana

sebanyak 24 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 14 orang.
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Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari
sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan
berikut:

“Banyak dek perubahan-yang terjadi.sejak adanya perda ini, terutama kita

sebagai juru parkir dalam melaksanakan pekerjaan ini lebih jelas lagi serta

merasa ada jaminan pekerjaan sehingga masyarakat yang sering parkir di

tepi jalan umum seperti ini diharapkan dapat mentaati peraturan yang

sudah ada ini”” (Wawaneara dengan-Juru Parkir Tanggal 19 Agustus 2021).

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa banyak terdapat perubahan

setelah Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi

pelayanan parkir di tepi jalan umum dibuat sudah dirumuskan dengan seksama.

5. Beberapa Indikator untuk Menentukan Keberadaan Suatu Dampak

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator beberapa indikator
untuk menentukan keberadaan suatu dampak diketahui hasil sebaran kuesioner
pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.7 Beberapa Indikator untuk Menentukan Keberadaan Suatu

Dampak
Tanggapan Responden
No Item Penilaian Cukup Kurang Jumlah
Terlaksana
Terlaksana | Terlaksana
1 2 - P 4 5 6
1 Meningkatnya retribusi
izin _ _mendlrlkan, 14 o5 11 50
memperbaiki, dan
membongkar bangunan
2 | Sikap masyarakat 17 22 11 50
3 | Selalu dilakukan revisi 14 27 9 50
Jumlah 45 74 31 150
Rata-rata 15 25 10 50
Persentase 30% 50% 20% 100%
Kategori Cukup Terlaksana

Sumber: Olahan Data, 2021
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Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
(Studi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi) secara keseluruhan
diketahui untuk indikator beberapa indikator.untuk menentukan keberadaan suatu
dampak termasuk pada kategori cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari
persentase responden di dominasi oleh jawaban cukup terlaksana sebanyak 25
orang (50%), kemudian menjawab terlaksana sebanyak 15 orang (30%) dan
responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 orang (20%).

Pada item penilaian meningkatnya retribusi izin mendirikan, memperbaiki,
dan membongkar bangunan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14
orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 orang dan yang menjawab
kurang terlaksana sebanyak 11 orang. Pada item penilaian sikap masyarakat
responden yang menjawab terlaksana sebanyak 17 orang, yang menjawab cukup
terlaksana sebanyak 22 orang dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 11
orang. Pada item penilaian selalu dilakukan revisi responden yang menjawab
terlaksana sebanyak 14 orang, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27
orang dan yang menjawab kurang.terlaksana sebanyak 9 orang.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari
sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan
berikut:

“Sejauh yang saya rasakan sikap masyarakat soal parkir ini sangat baik

dek, masyarakat mau membayar parkir dan tidak berbantah dengan kami

petugas parkir, yaa..sekarang jarang ada yang membantah jika diminta

uang parkirnya” (Wawancara dengan Juru Parkir Tanggal 19 Agustus
2021).
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Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa banyak terdapat perubahan
setelah Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum dibuat sudah dirumuskan dengan seksama.

Masalah utama dari parkir_adalah terbatasnya ruang.parkir yang tersedia
dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir
sehingga untuk pemecahannya-perlu-di tambah, areal parkir yang luas sedangkan
di pusat kota terutama kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasanya tinggi,
lahan yang ada sangat terbatas dan mahal. Padahal dengan padatnya jumlah
kendaraan yang membutuhkan tempat parkir, retribusi parkir bisa lebih tinggi
kontribusinya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti yang diharapkan.
Dalam rangka-menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas yang dari tahun ke
tahun semakin luas di Kabupaten Kuantan Singingi yang dipengaruhi oleh jumlah
kendaraan yang terus meningkat serta bertambahnya pusat-pusat perdagangan dan
jasa, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
adalah melakukan penertiban pada ruas-ruas jalan yang rawan mengalami
kemacetan.

Potensi-potensi di tepi jalan umum.merupakan prioritas yang ditetapkan
oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi
untuk meningkatkan pemungutan retribusi, khususnya untuk kawasan yang
merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa, dimana juga dibutuhkan
pengawasan dan penertiban yang lebih intensif melalui kegiatan patroli dimana di

lokasi-loksai tersebut merupakan lokasi yang rawan kemacetan.
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Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum sebagai langkah mengoptimalkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi,
antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara.sebagai berikut: a. Memperluas basis
penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang
dapat dipungut oleh daerah, yang:dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial,
antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial, memperbaiki
basis data objek titik-titik parkir di tepi jalan umum secara sistematis,
memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis
pungutan. b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam
memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain membuat. revisi penyusunan
Perda yang mengatur di dalamnya sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi dan akan terjadi~, sebagai langkah, 'menertibkan™ penyelenggaraan
perparkiran, peningkatan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)
bidang perparkiran. serta menambah jumlah personil/petugas parkir. c.
Meningkatkan pengawasan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima
mendorong Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuantan
Singingi untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa
mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus

di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan
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sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil atau manfaat.
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi'Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Parkir Di Te §

serta masya
memberikan pedoma ijakan kepada daera anaan pemungutan

retribusi.

danmunikasi adalah penyampaia pelaksana dan kelompok sasaran,
penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi
yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah beberapa tingkatan birokrasi
menyebabkan terjadinya salah pengertian (mss komunikasi). Pada pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum kejelasan komunikasi yang

diterima oleh para pelaksana kebijakan masih kurang jelas.
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Kejelasan penyampaian akan mempermudah setiap bidang terkait
memahami kebijakan sehingga kesalahan interpretasi dapat dihindari. Konsistensi

komunikasi dari pemerintah kepada pelaksana belum konsisten. Hal ini

yang penting.
Jika pelaksana elaksana tidak
hanya harus menge ; ‘: an me ikapabilitas untuk

melakukan - : kebija itu ke tataran

Singingi sudah cukup baik, hanya pelaksanaannya yang belum merata ke seluruh
daerah. Hal ini menyebabkan informasi kebijakan yang akan dilaksanakan belum
optimal. Hal ini juga disebabkan oleh jumlah staf pelaksana yang cukup terbatas,
sedangkan jangkauan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sangat luas.

3. Struktur Birokrasi
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Seluruh kinerja petugas pemerintah mapun petugas parkir dilapangan
harus didasarkan pada prosedur aturan yang ada. Namun kenyataan dilapangan

masih banyaknya terdapat kinerja yang masih belum bisa optimal dan tidak sesuai

a masing-

masing, S tergantung
pada ke itu sendiri
dalam me yang efektif
atau tidak di Kabupaten
Kuantan Si
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BAB VI

PENUTUP

realisasi ko i belum tergali

secara maks hasil pemungutan

ini disebabkan

B. Saran

Perlu dilakukan analisis po ang titik parkir baru melalui uji petik
perparkiran dan penyusunan rencana tata ruang parkir, seperti dibangunnya taman
parkir atau gedung parkir pada kawasan yang strategis yang mudah dijangkau
oleh pengguna jasa layanan parkir. Lokasi tempat parkir dengan tempat yang
dituju harus berada dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki,

karena kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan. Lokasi parkir yang

mudah dijangkau dan terletak pada pusat komersial suatu kawasan perkotaan

70
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berkaitan dengan kemudahan akses yang diperoleh pengguna. Selain itu, fasilitas
parkir harus dirancang supaya aman. Agar penggunaan lokasi parkir menjadi

efisien, tidak macet dan tidak terjadi kecelakaan, maka diperlukan pengaturan

mengenai spesifi

‘\\\\\\\\\\\““
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